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Menteri Perencanran Pembangunan lirsional /
(epala Brdan Perencanarn Pembangunan Nasiolal

SAI-INAN

KEPUTUSAN MENT}]RI Pf,Rf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KXPAI-A IJADAN PERf,NCANAAN PEMBANGI'NAN NASIONAL

NOMOR KDP.50/M.PPN / I tK/ O 6 / 20 1 0
Tf,NTANG

PEMBEM.UKAN TIM PXT\MJSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI

PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGS DI DAERAH

MENTf,RI Pf, RENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPAI.A. BADAN PERENCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa seba8ai salah satu dari 189 negara yang menandat4ngafli
Deklarasi Milleniunl pada bulan September 2000, lndonesia tclah
bekerja secara konsistcn selanu dasawarsa terakhil untuk nrencapai
tarSet-tatset sesuai dengan Tujuan PenrbanSunan M leflium
(Mfrcs);

b. bahwa peme ntah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan
kualitas sumber dalz nunusia dan menur.unkan kcniskiran pada
dasarlrya telah sejalall denSan komihlcn pehcapaian MDGS
tersebut.;

c. bahwa berdaMrkan pcrtimbanSan sebagaimana dimaksud dalam
hurtf a, dan huruf b, perlu mcmbentuk Tim Penyusunarl PedonEn
Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGS di Daerah;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang nanunya tetcantum dalant
Lampiran Keputusan ini dianggap rnampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebaliai anSSota
Tinl Fenyluunafl Pedornan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian
Tujuan MIIGS di Daerah.

1. Llndang-L]ndanS Nolror 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (L€mbaran

NeSara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, lambahan
Lembarafl NeSa[a Republik lndonesia Nomor 5075);

2. Keputusan lresiden Nonror 42 Tahun 2OO2 tentarS Pelaksanaan

AnI€aran Pendapatan dan Belanja NeSara (lrmbaran NeSara

Republik lndoncsia Tahun 2OOZ Nomor 7:1, Tanlbahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor" 4212) scbaSaim4na telah diubah
dcnSan (eputusan Prcsiden Nollror 72 Tahun 2004 (Lembaran

Negala Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, TallJ.bahan

Lembamn NeSara Republik Indonesia Nomor 441E)i

3. Peraturan ...
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Il. Peraturan Presiden Nomor A2 T^h\a 2OO7
Perencanaar Pembangunan N"asional;

tentang Badan

4. Peratumn Presiden Noliror 47 Tahu[r 2OOg tentant pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negat4;

5. Peraturan Menteri Negara pelencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunar Nasional Nomor
PER. OO4,/M.PPN,/og /2OO7 tefiang Pedoman penyusunan Rencana
Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara perencanaan

Pentbangunan Nasional/ Kepala Badan perencanaan pembangunan

Nasional sebagaiihalla tclah Lrebtetapa kali diubah, terakhfu dengan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Ba-dan Perencahaan pembangunan Nasional Nomor
PER.O03lM.PPN/09,/2008;

6. Peraturan Meflteri Negara Perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN,/ 1O /2007 tentanl OrSanisasi dan Tata Keda
Kementerian Negara Perencanaan Penrbangunan Nasional/Badan
Perehcanaan Pcmbangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan

yang Berkeadilan.

Menetapkan

PDRTAMA

KEDUA

KEIIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PER.ENCANAAN PE,MBANGUNAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUIGN TIM PET.IYI SUNAN PEDOMAN
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGS DI DAERAH.

Membefltuk Tinl Penyusunan Pedomafl Rencana Aksi Percepatan
Pencapaian Tujuan MDGS di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim
Pen).usunan Pedonun Rencana Aksi dengan su.sunan keanggotiran
sebagaiftaha tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aki terdiri atas Tim Peng4rah, dan
Tim Teknis yan8 terdiri dari KehB, Sekretaris, dan Anggota.

Tim Pen8arah bedugas :

a. memberikan alahan dalafi pelaksanaan koordinasi penyusunan
pedonun rencana aksi percepatan pencapaian MDGS;

b. menrberikan arzhan dan masukan kepada tim tekflis mengenai
substansi penyusunan pedonun rencana aksi percepatan pencapaian
MDGs;

c. m€ftberikan ..
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KIIMI'AT

KUt.tI(4

c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam
men).usun rekomendasi untuk pen)'usunan pedoman r.encana aksi
percepatan lrncapaian MDG$;

d. menyampaikan laporan kegiatan penfisunan pedoman rencana
aksi percepatan W capaian MDGS kepada Menleri ppN/Kepala
Bappenas.

: Tim Teknis bertugas :

a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan lxdoman
rencana aksi percepatan pencapaian MDGS sesuai der.gan bidang
tuSasnya;

b. membuat jadwal dm rencana kerja kegiatan Tim Teknis sesuai
dengan bidaflg tugasnya;

c. men)rusun pedoman r€ncana akii percepatan pencapaian MDGS
sesuai dengan sistenutika dan substansi yang diarahkan oleh Tim
Pengarah;

d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, d^t^ dari informasi
yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan
wawancara kepada pihak terkail dalam rangka penyrsunan
pedoman rencana aksi percepatah pencapaian MDCS;

e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGS dan
nqya-tpaya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan
pedomafl r€ncana aksi Wrcep tLn Wr.capajan MDGS;

f. melakukan ide[tifikasi faktor-faktor penentu pedoman rencana aksi

Wrce|. l^n Wncapaian MDGS sesuai dengan bidang tuga.snya;

8. menyusun laporan akhir pen).usunan pedoman rencana aksi
percepatan pencapaian MDGs.

: Segala biaya yanS diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Penlusunan Pedoman Rencana Aksi dibebankan paAa Anlfr ran
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenai Tahun
Arggaran 2010,

KEENAM ,



KIENAM : Iicputlrsan ini bcllaku sejak tarr.ggal (litetapkaii.
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Ditetapkan diJakarta
padala,ngpal 1 Juni 2010

MENTERI PDRENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL,/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAI,

ARMIDA S. ALISJAI IBANA

Salinan sesuai den8an aslirya
Kepala Biro Hukum,

trd

S. SinlattipanS



A. PENANGGUNG JAWAB

B. TlM PENGARAH

a. Kefua

b. Sekretaris

Anggota

SALINAN

LAMPIRAN
KIPUTUSAN MENTERI PIN,/ KEPAI.A. BAPPEN S

NOMOR KEP.sO/M.PPN /HK/06/ 2010
TANGGAI I JUNI 2OIO

Menteri Perencanaan
Nasional/Kepala Badan
Pembangunan Nasional.

PembanSuflan
Perencanaan

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Wakil Kepala Badaa Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
1. Deputi Bidang Kemiskinan, (etenagakerjaan

dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian
PPN,/ Bappenas;

2. Depnli Bidang Sumber Day^ Alalr. dan
Lin8tunSan Hidup, Kementerian
PPN/ Baplrenas;

3. Deputi BidanS Pendanaan Penlbangurun,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi BidanS Sarana dan Ptas,,'tana,
Kementerian PPN/Bappehas;

5. Deputi BidanS Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappeflas;

6. Deputi BidanS Politik, Hukum, Pe.tahanan
dan Keamahan, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otolomi Daerah, Kementerian
PPN/ Bappenas;

8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja
PembanSunan, Kementerian PPN/ Eappenas;

9. Deputi Sekr€taris Wakil Presiden BidanS
Kesejahteraan Rakyat;

10. Deputi BidanS Statistik Sosiat, BPS;

11. Kepala Badan Ket4hanan Pangar.,
Kementerian Pertanian;

ST]SUNAN Kf,ANGGOTAAIN
Pf,IMJSUNAN PIDOMAN RENCANA AKSI

PERCEPATAN Pf,NCAPAIAN TUJUAN MDGS DI DAERAH

12. Dirjen
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d. TIM'ITKNIS

AnSSota

12. Di4en Manajcrhen Pendidikan Dasat dan
Menengah, Kementerian Pendidikan
Nasionali

13. Dirjen Pendidikan lslam, Kementerian
Aljamai

14. Depuii PUC Bidaflg Ekohomi, Kerhenterian
Pemberdayaafl Perempuan & perlindungan

Anak;
15. Deputi PUG Bidang Sosial, politik dan

Hukum, Kemehterian Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak;

16. Sekrelaris Utama, BKKBN;
17. Seketa ris Jende ral, Kementerian Kesehatan;
18. Dirjen Bin Kesehatan Masyarakat!

Kementerian Kesehatan;
19. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan, Kenlenteriafl Kesehatan;
20. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,

Kementerian Kesehatan;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Kementerian Kesehatzn;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM).

Dircktur Kesehatan dan cizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.
Direktur Kebudayaan, Pariwis4ta, Pemuda dan
OlahraSa, Ker'llenterian PPN/Bappenas.

l. Direktur Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur PahSan dan Pertanian, Kementerian
fPN/ Bappenas;

3. Direktur Tena8a Kerja dan Pengembangan
Kesempatan Ke4a, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Agama dan Pendidikan,
Kementerian PPN/Bappenas;

5. DirEktur Kep€ndudukan, Pemberdayaan
Peremplran dan Perlindungan Anat,
Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Politik dan Koftunikasi,
Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Direktur ...

Kefua

Sekretalis
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8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

9, Direktur Permukiman dan Perumahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

1O. Direktur Otonomi Daerah, K€menterian
PPN/Bappehas;

11. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Peftambangan, Kementcrian PPN/Bappelas;

12. Direktur Kelautan da[ Perikanan,
Kementerian PPN,/Bappenas;

13. Direktur Perencanaa! dan pengembangan

Pel..danaar, Pcmbanguhan, Kementedan
PPN,/Bappenas;

14. Direktur Alokasi Pendanaan Peftbangunan,
Kementeriafl PPN/Bappenas;

15. Dir€ldur f,ner8i, Telekomunikasi dan
Informatika, Kefl lenterian PPN,/Bappehas;

16. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan;

17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
TenaSa Kerja dan Transmigrasi;

18. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
NeSeri, Kementerian Pendidikan Nasional;

19. Kepala Biro Percncanaan dan Ofiala,
Kementerian Pembeldayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

ZO. Keqla Biro Perrncanaan dan Keuangan,
BPOM;

21. Kefa'la Biro Perencanaan, Kementerian
Perumahan Rakyat;

22. Kepala Biro Perencan&rn dan Kerjasama Luar
NeSeri, Kementerian LingkunSan Hidup;

23. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral;

25. Setditjen Otoflomi Daerah, Kementerian
Dalant Negerii

26, Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin,
Kementerian PPN/Bappenas;

27. K^su|3dit PendukuhS Pasar Kerja,
Kementerian PPN/Bappenas;

28. K-asubdit Promosi Kesehatan dan Gizi
Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

29. Iosubdit Perkebunan dan Holtikultura,
Kementerian PPN/BappenaJ;

30. Kasubdit ...



4

'.14

30

31.

35

36

:47.

Il8

39.

40.

4l

42

4:J

14

Kasubdit Evalua.si Kinerja pembahguflan

Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas;
Kasubdit Pendidikan Menengah dan Non
formal, Kementerian PPN/BappenaJ;
Kasubdit Agama Kementerian ppN/Bappenas;

KasuMit Kependudukan, Kemente an
PPN/Bappenas;

KasuMit Pengembangan Kekayaan Budaya,
Kementeriall PPN/Bappehas;
Kasubdit Kesehatan Perorangan, Keinenterian
PPN/Bappenas;
Kasubdit Sunlber Daya Kesehatan,
Kementerian PPN/Bappenas;
KasuHit Keluarga Berencana, Kemente an
PPN/Bappenas;

KasuHit Kesehatah Masyarak4t, Kementerian
PPN/Bappenas;

IGsubdit Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan LinSkungan Hidup, Kementedan
PPN/Bappenas;

Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa
LinSkunaSn, Kementerian PPN/Bappenas;
I&rubdit laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Kenlenterian PPN/Bappenas;
IGsuMit Air Minum dan Air Limbah,
Kementerian PPN/Bappenas;
Kalubdit Perencana4n dan Peflgembangan
PendalJ.aan Pembangunan Non APBN,
Kementerian PPN/Bappenas;
Kasubdit Alokasi Pendanaan Pembangunan
Pemedfltah Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas.

Tim Pendukung 1. Karim, S.AntJ Dirrktorat Penanggulangan
Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Inti Wikanestri, SKM, Direktoral Kesehatan
Masyarakat, Kemefl terian PPN/Bappenai;

3. Dr. Sanjoyo, M.Ec, Direktorat Aganu dan
Peadidikan, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Suprirpto Budihugroho, ST, M.Eng, Dircktorat
Agama da\ Pendidikan, Kenlenterian
PPN/ Ba ppe nas;

5. EndanS Sulastri, S.Sos, Direktorat Agama dan
Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Ir. Ari Pudyastuti, MA



6. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Direktorat
Kependndukan, Pemberdayaan Pcrempuan
dan Perlindungan Anak, Kemente an
PPN/Bappenas;

7. Renova Glotya Montesori Siahaan, SE,

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan
Pelempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Ardhiantie, SKNI, Direktorat Kesehatan dan
Cizi Masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Dani Ramadan, S.Si, MHR, Dirckforat
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Kemcnterian
PPN/Bappenas;

10. Qurrcta A'yun, S.Si, Direktorat
Kependudukan, Pemberdayaan Per€mpuah
dan Perlindungan Anak, Kententerian
PPN/Bappenas;

I 1. Dewi Anulia Solikha, SKM, Direktorat
Kesehatan dan Cizi Masyarakat, Kemente an
PPN/Bappenas;

I2. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Direktorat
Kelautan dan Perikanan, Kefrenterian
PPN/Bappenas;

13. Ira Lubis, ST, Direktorat Permukiman dan
Perunuhan, Kementerian PPN./Bappcnas;

14. Nur 'Aisyah Nasution, ST, Direktorat
Permukiman dan Perumahan, Kementedan
PPN/Bappenas;

15. Erik Armundito, ST, MT, Direktorat
Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/ Bappenas;

16. Maliki, ST, M.SIE, Ph.D, Direktorat
Perencanaafl dan Pengembangan lendanaan
PenlbanSunan, Kementerian PPN/Bappenasi

17. wulanda , Sl, AK, MPP, Dirrktorat Alokasi
PendanaalJ. Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

18. Su8en8 ...
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lE. Su8eng Wah)'u Hendarto, ST, M.SIE, ph.D,

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
Pendanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/ Bappenas.

MENTTRI Pf,RENCANAAN Pt]M BANGUNAN NASIONAL/
KEPAI"A. BADAN PERDNCANAAN PIMBANCUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. AI.TSJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunr.

trd

S. Sil1latlrpang


